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Intisari  

Pada dekade terakhir di Indonesia, masalah korupsi dapat dikatakan sebagai 

masalah utama di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, 

perampasan aset merupakan suatu proses dalam hal sistem penegakan hukum 

yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan kerugian atas tindak pidana 

korupsi yang terjadi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi 

menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai suatu alat atau sarana untuk 

melakukan tindak pidana lainnya, selain itu juga untuk memberikan efek jera bagi 

pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam hal 

menjatuhkan putusan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi, hakim seyogyanya mempertimbangkan juga perlindungan kepentingan 

hak anak dari pelaku tindak pidana korupsi, selain mempertimbangkan berbagai 

hal menurut ketentuan perundang-undangan dan dampak korupsi berupa kerugian 

yang diderita masyarakat serta memperhatikan fakta hukum di persidangan. Oleh 

karena itu, yang  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimanakah kedudukan hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan? 

(2) Bagaimanakah hakim mempertimbangkan hak anak dari pelaku tindak pidana 

korupsi berkaitan dengan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi? 

(3) Bagaimanakah konsep pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 

perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa  yang akan datang sebagai 

upaya pemenuhan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana korupsi?. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. 

Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data sekunder dengan 

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, kedudukan 

hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, bahwa  hakim memiliki 

independensi sebagaimana diwujudkan dalam kewenangannya memeriksa dan 

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Kedua, dalam hal memutuskan 

perampasan aset terhadap terpidana kasus korupsi, hakim belum 

mempertimbangkan mengenai perlindungan terhadap hak anak. Hakim hanya 

menyebutkan dalam bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan  bahwa 

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil. 

Ketiga, konsep pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan 

aset terpidana kasus korupsi di masa  yang akan datang sebagai upaya pemenuhan 

perlindungan hak anak pelaku tindak pidana korupsi, dapat dilakukan terhadap 

aset yang tidak seimbang dengan penghasilan terpidana atau yang tidak seimbang 

dengan sumber penambahan kekayaannya, dengan berpegang pada prinsip bahwa 

terpidana tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah. Untuk itu, 

dalam hal ditemukan adanya aset tidak wajar,  maka sebelum ditetapkan sebagai 

aset yang akan dirampas, terlebih dahulu dihitung melalui total kekayaan 

terdakwa dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah dan kebutuhan anak-

anak terdakwa yang masih di bawah umur sampai batas usia dewasa. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perampasan Aset dan Perlindungan Hak 

Anak. 
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Abstract 

In Indonesia, it is commonly said that the corruption issue has becoming the prime 

issue during the last decade. In the context of eradicating the corruption crime, 

assets impoundment is considered as a process in law enforcement made by the 

state in an effort for returning the state’s lost caused by this corruption crime act 

and to prefent the subject for using the asset gained from corruption act as a mean 

or tools in doing another crime, nonetheless it is also expected to implement the 

wary efect for suspect/accused. But, in deciding an asset impoundment verdict 

upon the corruption act crime actor, a judge ought to also consider  protection for 

the accused children’s rights, aside of considering other values according to the 

law and the impact caused from corruption crime act which is known to be 

impacted to the community as well as notifying the facts during the court. 

Therefore, the main issue formulation placed in this research are (1) The judge’s 

position in the process of law enforcement and justice? (2) How fair shall the 

judge would make in to their consideration the rights of the children in relation to 

the asset impoundment in a corruption crime case? (3) How should a judge may 

uphold his conception in the verdict of asset impoundment in relation to the future 

of protecting the rights of the corruption crime act suspect’s children? Approach 

methode used in this research is normative jurisdiction methode. Its research type 

is descriptive. Data source used is secondary data by using the primary law 

material, secondary and tertiary law material. According to the result of the 

research, it is concluded that Firstly, that the position of a judge in law 

enforcement and justice said to have an independent authority as it shall convey in 

the judges’s authority in examining and deciding the case given. Secondly, in 

deciding the verdict of assets impoundment to the corruption act accused, that the 

judge may have not consider the protection for the children’s rights. The judge 

only can that state in the part of mild consideration that the suspect is attached 

responsibly to his/her family in form of infant. Third, the judge’s future 

consideration concept in making asset impoundment decision for a corruption act 

verdict as an act of the right’s protection for the children of an corruption crime 

actor, shall be implemented upon the unbalanced asset in effect to the actor’s 

income or unbalance to the actor’s whealth’s  growth, by upholding to the 

principal that the suspect  is unable to prove his wealth or asset’s official 

acquisition. Nonetheless, in case of discovering suspicious wealth/asset growth,  

therefore before deciding it as the ceased asset, it is obligated to make a 

calculation by deminishing the suspect’s total wealth to his official gained and the 

demanding needs of the suspect’s infant children to support them to their adult. 

Key word : Judge’s consideration, Asset Impoundment and Protection of the 

children’s rights. 


